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The church is an integral part of social system. Especially in the urban society, the church 
is very closed to the power groups people and political parties. It means that the church 
has access to involve in political sphere and have lot of chances to play an important role 
in decision making process. But such chance are sometime set said by the church. As the 
consequence, the church loses its important role in politics. This article calls the church to 
take heed at this forgotten opportunity. The author employs Habermas theory of public 
sphere and civil society to help the church reconstitutes its role in the public sphere. 
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Abstrak 
 Gereja-gereja merupakan bagian integral dari sistem sosial. Secara khusus, sebagai 
bagian dari struktur masyarakat perkotaan, gereja berada dekat dengan pusat-pusat 
kekuasaan dan aktivitas-aktivitas politik terkait dengan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Itu berarti gereja mempunyai 
akses untuk turut terlibat dalam ranah publik dan dapat memengaruhi proses 
pembahasan serta pengambilan keputusan-keputusan terkait arah dan kebijakan 
pemerintahan. Namun diskursus dan praksis publik politik ini hanya menjadi topik-
topik pinggiran dalam gereja. Ini berdampak pada ketidakjelasan pemosisian dan 
pemfungsian politik gereja dalam konteks dinamika relasi negara dan masyarakat. 
Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa panggilan memasuki ruang publik politik, 
yang tercipta dari relasi dinamik antara negara dan masyarakat, sangat penting untuk 
ditanggapi serius oleh gereja. Untuk itu penulis dengan bantuan penuh teori sosial kritis 
Jurgen Habermas mendeskripsikan dan memperkenalkan karakteristik ruang publik 
dan civil society. Ruang publik politik dan civil society merupakan ruang dan wahana 
strategis bagi partisipasi politik gereja dalam keberpihakan kepada masyarakat di 
hadapan kekuasaan politik (negara) dalam relasi kolutif dengan kekuasaan ekonomi. 
 Kata-kata kunci: gereja, karakter publik, ruang publik politik dan civil 
society. 
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Problem mendasar bagi gereja-gereja (agama-agama) adalah ketidakjelasan 
posisi dan perannya dalam realisme struktural masyarakat, yakni dalam konteks relasi 
negara dan masyarakat. Selama ini yang menjadi pokok bahasan teologis adalah relasi 
gereja atau kekristenan dengan negara atau sebaliknya.2 Pembahasan relasi dua kutub 
ini menunjukkan bahwa dalam wacana teologi dan praksis politik gereja, keberadaan 
masyarakat tersubordinasi dan terabaikan. 3  Padahal pemangku hak utama atas 
kehadiran negara dan gereja adalah masyarakat. 
 Ketidakjelasan posisi dan peran ini diperkuat pula oleh kondisi historis praksis 
gereja sendiri. Gereja masih terperangkap dalam jebakan privatisasi dan marjinalisasi 
agama4 baik sebagai dampak dari teologi dan praksis eklesialnya, ketidakberdayaan 
ekonomi, maupun terutama sebagai buah pahit dari arahan dan tekanan ideologis-
politik negara.5 Gereja cenderung memperlakukan dirinya sebagai tubuh illahi yang tak 
boleh tercemari hal-hal duniawi. Gereja memahami dirinya sebagai institusi yang harus 
steril dari anasir-anasir politik. Wilayah kehidupan politik adalah dunia yang kotor. 
Dengan kata lain, gereja mengabaikan dan menghindari bahkan menolak dimensi sosial 
eksistensinya.6 Pada sisi lain, sejarah kehidupan di bawah rejim otoritarian, seperti 
Indonesia pada masa orde baru, membuat gereja mengambil posisi netralitas politik 
bahkan apolitis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Akibat historisnya adalah 
gereja-gereja cenderung hidup sebagai institusi introver dan terasing dari dinamika 
kehidupan negara dan masyarakat. Gereja menjadi semacam massa mengambang 
(floating mass): Gereja hidup mengawang di atas realisme politik yang ada. Gereja 
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Fenomena ini merupakan ciri pembahasan teologis dan etika politik agama-agama, terutama Kristen 
dan Islam dengan berbagai dampak historisnya antara lain: rivalitas antara agama dan negara, serta rivalitas 
antar agama  merebut hegemoni kekuasaan. Sementara masyarakat tersubordinasi dan terhisap dalam 
kepentingan-kepentingan dua entitas itu. 
3
Model berteologi ini terjadi sebagai akibat dari teologi dan gereja masih terperangkap dalam model 
pendekatan teologi Eropa abad pertengahan, di mana menonjol  hanya dua entitas, yakni negara dan gereja. 
4
Gereja diprivatkan: gereja hanya merupakan urusan pribadi, bukan sosial. Gereja mengurus soal-soal 
kehidupan spritual dan domestiknya saja. Dengan begitu gereja terpinggirkan dan menarik diri ke dalam zona 
aman dan nyaman sebagai semata entitas spritual dan domestik. Pada sisi keilmuan. “para pendukung teori 
sekularisasi menggunakan tesis privatisasi untuk mempersalahkan agama yang memasuki wilayah publik 
secara tidak sah atau melanggar batasan-batasan sistemik dengan mengambil peran-peran non relijius,” Jose 
Cassanova, Agama Publik di Dunia Modern. (Surabaya/Malang/Jogja: Pustaka Eureka + LPIP+ ReSIST, 2003), 
hlm. 364.  
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Uraian tentang hal ini  lihat: Ronald Helweldery, Partisipasi Politik Gereja Protestan Indonesia di 
Papua. Tesis Magister Sosiologi Agama, UKSW, 2006. 
6
Ronald L. Johnstone, Religion in Society – A Sociology of Religion (New Jersey: Prentice Hall, 1992), 
hlm. 1-dyb. 
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terasing baik dari negara maupun masyarakatnya sendiri. Bila kondisi ini tidak diatasi 
maka akan memperkuat irelevansi dan insignifikansi politik gereja. 
Melalui tulisan ini kami hendak mengingatkan bahwa sudah saatnya secara 
sungguh kita mengembangkan pembahasan tentang relevansi dan signifikansi politik 
gereja terkait pengambilan posisi (positioning) dan sejauh mana keberfungsian 
(functioning) gereja dalam konteks relasi dinamis negara dan masyarakat. Pemosisian 
dan pemeranan gereja ini dijalani dan dikembangkan dalam kesadaran akan kehadiran 
masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama hadirnya sebuah negara. Untuk itu 
paparan dalam tulisan ini akan diawali dengan pemetaan singkat tentang 
kecenderungan perilaku negara (masyarakat politik). Kedua, penulis memaparkan 
karakter, dasar teologi dan konteks sosial politik bagi pemosisian dan pemeranan 
publik gereja.  Ketiga, dengan bantuan teori sosial kritis Jurgen Habermas, penulis 
berusaha mendudukkan ruang publik dan civil society sebagai ruang strategis bagi 
partisipasi politik gereja. Tulisan ini akan diakhiri dengan sebuah kesimpulan: 
bagaimana gereja memasuki ruang publik politis.  
Perilaku Masyarakat Politik: Peringatan dan Undangan Bagi Gereja 
Konteks sosial, politik, ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa reformasi belum 
membuahkan sebuah proses politik demokratis yang makin baik dan prospektif, tetapi 
sebaliknya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merebak secara sistemik dan menjadi 
semacam kultur atau ethos dalam masyarakat politik. Berkembang moral hazard 
hampir di semua bidang kehidupan. Sehingga makin nyata berbagai macam praktek 
salah urus dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan 
masyarakat serta kekerasan negara atas masyarakat.   
Badan-badan legislatif sebagai representasi kekuatan masyarakat politik dan 
wakil rayat tidak melaksanakan secara bertanggungjawab fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasannya. Mereka cenderung terkooptasi dan menjadi lembaga stempel, bahkan 
terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Kini disinyalir bahwa 
badan-badan legislatif menjadi sarang operasi korupsi yang dimulai sejak perencanaan 
dan pembahasan anggaran pembangunan dan legislasi nasional maupun  daerah.  
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Partai-partai politik pun tidak menjalankan fungsi-fungsi dasarnya,7 antara lain: 
sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Padahal sebagai mediator, seharusnya 
partai-partai menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat serta berusaha kuat 
mengondisikan tanggapan pemerintah dalam mendengar dan menjawab tuntutan 
masyarakat. Sebaliknya, partai politik kini ditengarai sebagai pusat pengerah dan 
pengarah korupsi di tingkat legislatif maupun eksekutif.  
 Walaupun telah memasuki era otonomisasi, relasi pusat dan daerah makin 
ditingkahi dengan kecenderungan sentralisme dominasional dalam kaitan penguasaan 
sumber-sumber daya alam. Penguasaan pusat atas sumber daya alam daerah ini 
merupakan bentuk hegemoni atas daerah-daerah demi pengamanan skim-skim 
(schemes) kerjasama internasional pengusahaan sumber-sumber alam daerah. 
Pemerintah pusat takluk pada skim-skim eksploitasi sumber daya alam yang ditetapkan 
oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan nasional. 8  Karena perusahaan-
perusahaan ini memiliki ‘the structural business power’9 yang dapat memengaruhi 
kebijakan pemerintah. Bahkan mengancam pemerintah bila tidak dapat memenuhi 
persyaratan-persyaratan invenstasi sesuai dengan harapan perusahaan-perusahaan itu. 
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Tentang fungsi partai politik ini, lihat: Deden Faturohman dan Wawan Sobari, Pengantar Ilmu Politik  
(Malang, UMM Press, 2004), 273-278; Fenomena ini dipertegas oleh Penelitian LIPI bertajuk “Akuntabilitas dan 
Kinerja Partai Politik di Lembaga Legeslatif Lokal di Indonesia” yang  menyimpulkan bahwa “Interaksi antara 
masyarakat dan partai politik hampir sebagian besar hanya terjadi menjelang dan selama masa pemilihan 
umum. Parpol tiba-tiba menghilang ketika pesta demokrasi usai dan para wakil rakyat terpilih duduk di 
lembaga legislatif. Selesainya pemilu dan bekerjanya para anggota lembaga legislatif sekaligus menandai 
berakhirnya dinamika dan kehidupan parpol”, Kompas, Kamis, 12 Mei 2005; Masa-masa reses lembaga 
legislatif tidak digunakan untuk mengunjungi dan menyerap aspirasi masyarakat, lebih cenderung 
dimanfaatkan sebagai masa libur atau jalan-jalan. 
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Kita sedang menunggu pemberlakukan secara konsisten UU RI No.4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP 24 Tahun 2012 yang telah mengembalikan posisi otoritatif 
pemerintah Indonesia dan mengharuskan divestasi perusahaan asing pemegang Izin Usaha Pertambangan 
secara bertahap. Telah terjadi perubahan radikal: bukan lagi skim kontrak kerja, yang mensubordinasi posisi 
negara via pemerintah, tetapi kini yang digunakan adalah skim perizinan dan divestasi, yang memperkuat 
posisi negara/pemerintah dan pelindungan masyarakat. Tapi perusahaan-perusahaan pemegang Kontrak Karya 
di bawah payung UU Nomor 11 Tahun 1967 masih dapat melanjutkan dengan skim kontrak kerja sesuai Pasal 
169 huruf a UU No.4 Tahun 2009: kasus PT. Freeport di Provinsi Papua. Penjelasan ringkas tentang perubahan 
posisi pemerintah melalui penggantian skim kontrak kerja menjadi skim perizinan dan divestasi ini, lihat: Victor 
Iamnuel Williamson Nale, ‘Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan batubara Pasca Berlakunya Undang-
Undang Minerba’ dalam Jurnal Konstitusi, Vol.9, Nomor 3, September 2012, hlm. 473-494. Tetapi senyatanya 
problem klasik terkait dengan posisi negara/pemerintah ini tergantung pada konsistensi pelaksanaan hukum. 
Pada pihak lain, kontroversi-kontroversi dan sengketa-sengketa masyarakat lokal dan pemerintah terkait 
implementasi sentrisme dominasional tampak juga dalam lingkup pertanahan dan kehutanan serta kelautan, 
lihat antara lain UU Nomor RI 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU RI Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.  
9
Lihat  Mohamad Faisal, ‘East Kalimantan’s Coal Mine Fiasco and Structural Business Power’ dalam  
The Jakarta Post, Thursday March 6, 2014 
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Maka dengan begitu mudahnya alam dan kekayaan masyarakat daerah dialihkan 
menjadi sumber-sumber pendapatan terbesar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. 
Yang tersisa hanyalah kerusakan alam dan kemiskinan. Dalam konteks inilah hak-hak 
masyarakat lokal diabaikan dan dilanggar. Akibat sosialnya adalah maraknya peristiwa 
benturan kekuasaan antara negara dan masyarakat secara diametrik terutama dalam 
konteks pembangunan ekonomi dan politik model ini.  
 Situasi sedemikian seharusnya menjadi peringatan terhadap kebungkaman dan 
ketidakaktifan gereja terhadap pemosisian dan pemeranan kehadirannya dalam tatanan 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat.10 Ini juga sekaligus merupakan undangan 
pembuka pintu bagi partisipasi gereja dalam dinamika politik Indonesia pasca gerakan 
reformasi tahun 1999. Karena reformasi telah menghasilkan momentum-momentum 
politis yang menunjuk kepada proses penciptaan dan pembukaan ruang publik politis. 
Ruang publik politis ini terbuka luas bagi seluruh komponen dalam masyarakat, 
termasuk gereja, untuk memosisikan diri dan mengambil peran politis yang 
menentukan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Jessica T. Matthews menyebut 
fenomena dan proses politik ini power shift,11 yakni proses-proses politik di mana 
terjadi pergeseran dan redistribusi kekuasaan di antara negara, pasar, dan civil society. 
Dengan kata lain, tercipta suatu dinamika baru, suatu fenomena politik baru, yaitu 
pemerintahan bersama (cogovernance). Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi hanya pada 
negara. Negara dan institusi pemerintahan tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi aktor 
satu-satunya dalam menetapkan arah perjalanan masyarakat. Masa penyembahan 
negara (statolatry) telah berakhir. Civil society menjadi salah satu pilar penting dalam 
konteks pergeseran, redistribusi dan penyelenggaraan kekuasaa bersama 
(cogovernance) ini. Inisiasi-inisiasi masyarakat secara individu dan kelompok mendapat 
ruang dan saluran melalui civil society.12 Dipastikan kini bahwa  keberadaan civil society 
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Para Uskup Peru telah mengungkapkan sebuah pengakuan dosa terkait model gereja dalam konteks 
relasi negara dan masyarakat ini: “We recognize that we Christian for want of fidelity to Gospel have 
contributed to the presesnt unjust situation through our words and attitudes, our silence and inaction,” 
Gustavo Guitierrez, A Theology of liberation (Maryknoll, New York: Orbis, 1990), hlm. 63. 
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Sebagaimana dirujuk oleh Ezra Mbogi dan Hope Chigudus, ‘Civil Society and Government: A 
Continuum of Possibilities’ dalam Marcus Akuhata-Brown, et.al.,Civil Society at The Millenium (Connecticut: 
Kumarian Press + Civicus, 199), hlm. 109. 
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Lihat: Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci (Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar, 
2004), hlm. 113. 
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merupakan properti utama bagi pembangunan demokrasi.”13 Gellner mengajukan tesis 
dasar bahwa civil society merupakan prasyarat menuju kebebasan.14 Pada satu sisi, 
kebebasan dari segala bentuk hegemoni dan dominasi kekuasaan. Pada sisi lain, 
kebebasan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan dan negara.  
Karakter, Dasar Teologi, dan Konteks Sosial Peran Politik Gereja 
 Agar dapat memosisikan diri dan menjalan perannya dalam konteks kehidupan 
politik, gereja patut terlebih dahulu memahami karakter publik politik kehadirannya. 
Gereja terpanggil untuk secara bertanggungjawab memperhatikan karakter publik dari 
kehadirannya dalam kaitan dengan ranah negara di satu sisi dan pada sisi lain dengan 
ranah masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Cassanova “…, paling tidak sejak 
kemunculan negara modern, karakter publik  semua agama di tentukan, utamanya, oleh 
kedudukan struktural tertentu dari agama itu antara negara dan masyarakat.”15 
Karakter publik inilah yang menentukan baik posisi maupun peran politis institusi 
gereja. Dengan kata lain, karakter publik ini terkait erat dengan di mana posisi 
(positioning) dan sejauh mana agama/gereja berfungsi (functioning) dalam konteks 
relasi dinamis negara dan masyarakat. Dan perlu diperhatikan bahwa pertanyaan yang 
muncul di sini bukanlah terutama mengenai hak-hak gereja dalam suatu sistem politik. 
Tetapi pokok soalnya ialah bagaimana, sebagai komunitas dan institusi Kristen, gereja 
dapat secara lebih baik melayani masyarakat luas. Karena hubungan gereja dengan 
Negara tidak dapat dipisahkan atau diisolasi dari pelayanannya dalam masyarakat.16 
Pada tataran pergumulan teologinya, John B. Cobb, Jr.17 mengambil kesimpulan bahwa 
teologi harus bersifat politis-teologi harus menjadi teologi politik. Teologi politik 
mengajak gereja untuk berpikir secara politis (to think politically). Gereja didorong 
untuk menempatkan dan mengarahkan pemahaman dan pemikirannya ke dalam situasi 
sosio-historis kongkrit. Dan Solle18, dalam kerangka teologi politik, merumuskan fungsi 
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Neera Chandhoke, State and Civil Society-Explorations in Political Theory New Delhi: Sage 
Production, 1995), hlm.9. 
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Manchester University Press+The Westminter Press, 1982), hlm.1-18 
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politis gereja sebagai fungsi kritis dan fungsi konstruktif. Dalam fungsi kritis, gereja 
terlibat dalam kritik ideologi. Dalam fungsi konstruktif, gereja menggumuli dan 
mengusulkan model-model inovatif.  Gereja tidak hanya sampai pada tugas kritik 
ideologi. Gereja harus maju lebih jauh, yakni berusaha, dengan tingkat kejelasan dan 
keakuratan kompetensi ilmiah dan praksis yang dapat dipertanggungjawabkan, 
merumuskan model-model inovatif untuk diusulkan mengatasi pergulatan ideologis 
dan dampak-dampaknya dalam masyarakat.  
 Pemosisian dan pemeranan politik gereja haruslah ditata dan dilangsungkan dari 
dalam ruang publik yang jelas dan strategis. Selama ini teologi dan etika politik 
membahas peran atau fungsi kenabian gereja lebih pada level gagasan dalam konteks 
relasi dua kutub gereja (agama) dan negara. Sosiologi dapat menolong kita untuk 
memasuki sistem dan struktur politik untuk membahas pemosisian dan pemeranan 
politik gereja dengan lebih baik. Hal mana akan dijelaskan pada bagian berikut. Di sini 
hanya mau dikemukakan dimana sepatutnya gereja memosisikan diri dalam rangka 
pelaksanaan peran politiknya. Penelitian sosiologi politik menunjuk posisi relevan dan 
strategis itu adalah di dalam ruang publik politik, yakni civil society. Josse Cassanova 
yang melakukan penelitian tentang posisi agama dalam konteks demokratisasi sistem 
politik, menyatakan dengan tegas bahwa agama harus merelokasi diri baik dari negara 
maupun masyarakat politik untuk memasuki lingkungan serta menjadi bagian civil 
society.19 Dari penelitian tentang agama dalam demokratisasi politik di Indonesia, 
Roberth W. Hefner berkesimpulan yang samabahwa demokrasi tidak akan terwujud 
kalau penyalahgunaan agama untuk kepentingan kekuasaan tidak dihentikan. Hal ini 
bukan berarti bahwa agama harus dipisahkan dari politik…Yang diperlukan bukan 
“separation of religion and state”, tetapi suatu penolakan terhadap subordinasi agama 
kepada kepentingan penguasa. Dan, sumbangan agama pada proses demokratisasi 
paling efektif ketika organisasi agama bergerak di luar negara ke wilayah yang disebut 
civil society.20 
                                                          
19Lihat: Josse Cassanova, ‘Civil Society and Religion: Restrospective Reflection on Catholicism and 
Prospective Reflections on Islam’ dalam Journal Social Research, Vol.68, No.4 (Winter 2001), hlm. 1041-
1080. 
20Dikutip dari Anas Saidi (ed.), Menekuk Agama, Membangun Tahta-Kebijakan Agama Orde Baru 
(Jakarta: Desantara, 2004), hlm. 357. 
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Ruang Publik dan Civil Society: Ruang Strategis Partisipasi Politik Gereja 
 Partisipasi dalam kehidupan politik harus didasarkan pada pemahaman gereja 
yang komprehensif terhadap tatanan relasi timbal balik negara dan masyarakat. Relasi 
dinamik antara negara dan masyarakat sebenarnya menciptakan suatu ruang dan 
struktur politik. Ruang dan struktur politik ini yang oleh Jurgen Habermas disebut 
ruang publik (public sphere). Ruang publik ini merupakan komponen vital dari civil 
society. Ruang publik21 adalah arena diskursif - tempat bagi debat, pertimbangan, 
persetujuan dan tindakan warga negara dalam kaitan dengan negara. Karena terkait 
dengan realisme politik, maka disebut ruang publik politis (political public sphere). Di 
sini terjadi diskusi-diskusi rasional menyangkut masalah-masalah politis yang 
memengaruhi masyarakat. Akta-akta publik dalam ruang publik politis ini bertujuan 
mengamankan dan menjamin tuntutan masyarakat di hadapan negara. Dengan begitu, 
ruang publik merupakan unsur penting dalam realitas politik yang berkedudukan 
sebagai organ artikulasi diri civil society. Ia adalah organ yang berfungsi sebagai 
artikulator bagi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang 
disampaikan oleh civil society.   
 Untuk memahami pemikiran Habermas di atas kita perlu melihat pada konsep 
sosiologisnya tentang masyarakat yang terdiri dari tiga komponen berlapis,22 yaitu pada 
satu sisi, dunia kehidupan hari-hari (lifeworld),23 dan pada sisi lain, sistem-sistem besar 
(mega-systems),24 yang terdiri dari negara (sistem politik) dan ekonomi pasar (sistem 
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Lihat: Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991), hlm. 57-87. 
22
Lihat: Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action 2 Vols. (Boston: Beacon Press, 2000, 
5
th
). Di sini konstruksi sistem sosial Habermas saya gunakan dengan bantuan Gary M. Simpson, Critical Social 
Theory: Prophetic Reason, Civil Society, And Christian Imagination (Mineapolis: Fortress Press, 2002). 
23
Life world:  sistem-sistem sosial yang telah terstruktur secara simbolik, di mana terpelihara integrasi 
sosial. Liefworld terdiri dari sistem-sistem institusi yang di dalamnya subyek-subyek yang berbicara dan 
bertindak terhubung secara sosial. Sruktur-struktur normatif dalam bentuk nilai-nilai dan institusi-institusi 
sebuah masyarakat/sistem sosial adalah unsur-unsur utama lifeworld.Lifeworld  dicirikan oleh 
ketergatungannya pada fungsi-fungsi integrasi sosial, yaitu fungsi integrasi dan pemeliharaan pola. Dalam 
menjalankan fungsinya, lifeworld mengandalkan solidaritas serta rasionalitas dan tindakan komunikatif sebagai 
medium utamanya sama seperti pada komponen civil sosciety dan political public sphere.    
24
System (politik dan ekonomi) adalah sistem sosial  yang terkait dengan fungsi integrasi sistem, yakni 
adaptasi dan pencapaian tujuan. Mekanisme pengendali dan perluasan kemungkinan-kemungkinan 
perkembangan diri adalah unsur-unsur dari system. Medium utama mekanisme-mekanisme itu adalah 
kekuasaan (sistem politik) dan uang (sistem ekonomi) dengan menggunakan rasionalitas dan tindakan 
instrumental-strategis. Sistem-sistem cenderung menguasai dan menjajah lifeworld. 
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ekonomi).25 Dan di antara kedua komponen itu terdapat komponen ketiga, yaitu ruang 
publik politis dan civil society. Ruang publik politik dan civil society sangat bergantung 
pada kondisi interelasi dan interaksi sistem politik dan dunia kehidupan. Menyangkut 
relasi antara sistem (politik dan ekonomi) dan dunia kehidupan hari-hari (lifeworld), 
Habermas mencatat dua skenario yang mungkin terjadi.26 Skenario pertama, sistem-
sistem melepaskan diri dari sumber-sumber moral komunikatif dunia-kehidupan dan 
menyerbu serta menjajah dunia-kehidupan. Dengan begitu sistem-sistem melakukan 
‘kekerasan struktural’ terhadap rasionalitas dan tindakan moral komunikatif dunia-
kehidupan. Dan skenario pertama ini, yang disebut dengan kolonisasi dunia-kehidupan 











Kolonisasi dunia kehidupan itu mengakibatkan tertekan dan tereduksinya ruang 
publik politik dan kelumpuhan atau ketidakberdayaan civil society: tatanan solidaritas 
dan aksi komunikatif masyarakat dihancurkan, diganti dengan tatanan nilai individual-
egositik dan aksi-aksi rasional instrumental-strategis. Rasionalitas dan aksi 
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Di sini kekhasan sistem sosial yang dikembangkan oleh Sosiologi Kritis (Mazhab Frankfurt): ‘sistem 
politik’ (negara)  dihadirkan bersanding dalam kerjasama dengan ‘sistem ekonomi’ (kekuasaan modal/uang). 
Sistem sosial ini sekaligus sangat relevan dan signifikan sebagai alat analisis sosial kritis yang mampu membuka 
dan membongkar sumber penyimpangan-penyimpangan sistem sosial kapitalis yang mencengkeram sistem 
pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia.  
26
Simpson, Critical Social Theory, 113-122. 
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instrumental-strategis ditujukan pada kesuksesan, yakni pencapaian tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan oleh subyek otoritarian. Tindakan instrumental-strategis diarahkan 
untuk mendapat keuntungan dan kekuasaan, bukan pengertian dan konsensus. Di sini 
obyek-obyek (manusia, material dan sosial) direpresentasikan dan direproduksi sesuai 
keinginan dan kepentingan subyektif-egoistik penguasa semata. Terjadi proses reifikasi 
atau pembedaan atas esensi dan eksistensi manusia dan masyarakat. Manusia dan 
masyarakat dipahami dan diperlakukan sekedar sebagi benda atau komoditas di bawah 
arahan kepentingan-kepentingan pihak berkuasa secara politis dan ekonomis. Tercipta 
hubungan subyek-obyek yang menindas dan eksploitatif. Subyek penguasa otoritarian 
ini bertindak atas obyek-obyek (masyarakat) dengan memanfaatkan kekuasaan politik 
(negara/pemerintah) dan kekuasaan ekonomi (perusahaan-perusahaan lokal, nasional 
dan internasional) . Di sini terjadi kolusi yang eksploitatif dan koruptif antara negara 
dan para penguasa ekonomi, melalui berbagai skim dan skenario pembangunan, 
menyerbu dan menaklukkan serta menjajah (kolonisasi) masyarakat.  
Skenario kedua, dunia-kehidupan dengan sumber-sumber daya komunikatifnya, 
mengembangkan diri sehingga bisa menyediakan lingkungan moral (nilai-nilai) dan 
institusi-institusi pendamping yang gigih. Dengan begitu, dunia-kehidupan hari-hari 
(masyarakat) mampu melawan dan mengatasi kolonisasi serta “kekerasan struktural” 
sistem (politik dan ekonomi), melalui penciptaan ruang publik politik dan organisasi-
organisasi civil society. Di sini negara dan kekuatan ekonomi digambarkan berupa 
lingkaran-lingkran saling beririsan yang ‘menyempit’, sementara dunia kehidupan 
(masyarakat) dan ruang publik politik sebagai ruang gerak civil society ‘meluas’. 























Habermas mengarahkan teori sosial kritisnya untuk mendukung skenario kedua 
ini. Dan pengembangan demokrasi deliberatif atau demokrasi diskursif, yang berbasis 
dalam ruang publik politis dan civil society dengan medium andalan solidaritas dan aksi 
komunikatif, merupakan pokok proposalnya. Di sini ruang publik politis adalah 
penstruktur komunikasi yang berakar dalam dunia-kehidupan melalui jejaringan 
asosiasi dalam civil society. Ruang publik politis berfungsi sebagai organ penyuara 



























….(Solidaritas  ---  Aksi Komunikatif)…. 
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diselesaikan oleh negara.27  Dalam rumusan lain, ruang publik politis adalah arena atau 
ruang diskursif-argumentatif, yang berfungsi sebagai artikulator kebutuhan dan 
kepentingan civil society. Sedangkan civil society tersusun dari asosiasi-asosiasi, 
organisasi-organisasi, dan pergerakan-pergerakan yang bertumbuh kurang-lebih secara 
spontan dari kandungan dunia kehidupan (lifeworld). Jejaring asosiasi inilah yang 
berurusan dengan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan: menyaring dan 
meneruskan reaksi-reaksi tertentu dalam bentuknya yang jelas ke ruang publik politis. 
Dan jejaring asosiasi-asosiasi ini yang mengistitusionalisasikan diskursus-diskursus 
pemecahan-masalah atas persoalan-persoalan menyangkut kepentingan umum yang 
ada dalam kerangka kerja ruang-ruang publik terorganisasi. 
Dalam rangka pertanggungjawaban publik, sistem politik (negara: eksekutif, 
legislatif dan judikatif) dan sistem ekonomi pasar (pemilik modal, pengusaha) ditarik 
masuk ke dalam ruang publik politik bukan sebagai subyek-subyek otoritarian, tetapi 
sebagai partner-partner diskursif yang setara dengan para aktor dari lingkup civil 
society. Dalam konteks diskursif ini masyarakat politik dan masyarakat ekonomi digiring 
untuk menghormati solidaritas dan tindakan komunikatif yang merupakan unsur-unsur 
dasar dari dunia kehidupan dan ruang publik politis serta civil society. Di sini negara 
tidak bisa bersembunyi di balik tindakan sepihak dengan dasar kekuasaan (power) 
dalam kerangka relasi subyek-obyek terhadap masyarakat. Negara (judisial-legislatif-
eksekutif) harus tunduk di bawah proses pengujian atau kritik argumentatif yang 
berlangsung dalam ruang publik politik.  
Di dalam ruang publik politik inilah semua aktor dari lingkup civil society 
berjuang keras memengaruhi antara lain proses pembahasan dan pengambilan 
keputusan serta tindakan politik negara melalui komponen judikatif, eksekutif dan 
legislatifnya. Akta-akta publik dalam ruang publik politis dilakukan untuk mengamankan 
                                                          
27
N. Frazer sebagaimana diulas dalam, Chris Barker, Cultural Studies: Teori dan Prkatek (Yogyakarta: 
Bentang, 2005), 483, memberi catatan bahwa dalam konteks posmodern konsep ruang publik tunggal 
Habermas tidak bisa diterima lagi. Kita harus menerima kenyataan bahwa ruang publik jamak  Karena memang 
ketidakadilan sosial tidak bisa dibatasi, juga ada banyak isu privat yang bersifat publik, dan karena ada banyak 
versi kebaikan publik.  Hal ini bisa diterima memang karena dalam lingkup civil society  terdapat banyak ragam 
asosiasi, organisasi dan pergerakan, dengan masing-masing autonomus public spheres-nya sebagaimana diakui 
dan dirumuskan oleh Habermas. Karena itu, menurutt saya, dalam ruang publik luas, yang terbentang antara 
sistem-sistem dan dunia kehidupan,  terdapat aneka autonomus publik spheres. Jadi ruang publik adalah ruang 
komunikasi dinamis yang luas. Itu berarti dalam ruang publik ini terjadi pula gerak komunikasi yang mengarah 
kepada integrasi sosial atas dasar solidaritas dan rasionalitas serta aksi komunikaitf antar autonomus public 
spheres. Secara pragmatis ini perlu guna memperkuat suara ruang publik politik sebagai kekuatan (force) 
pelawan dan pengimbang ‘kekerasan struktural’ dari sistem-sistem. 
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dan menjamin tuntutan masyarakat dihadapan negara. Itu berarti ruang publik politik 
adalah sebuah kekuatan (political force). Dan kekuatan politik ini diwujudkan dalam 
bentuk public opinion. Karena didasarkan pada argumen dan kritik rasional, maka public 
opinion dapat secara legitimit mengklaim otoritas tertentu, yang Habermas sebut 
“otoritas moral” dan “otoritas argumen terbaik.” Melalui ruang publik politis ini para 
actor dalam sebuah solidaritas dan aksi komunikatif membentuk dan mempromosikan 
public opinion.28 
Untuk memasuki ruang publik politis, yang adalah arena diskursif di mana 
berlangsung debat argumentatif, pertimbangan, persetujuan dan tindakan warga negara 
dalam kaitan dengan negara, para partisipan harus mengandalkan aksi komunikatif 
sebagai mediumnya. Kita bisa memahami aksi komunikatif, bila sebelumnya kita 
mengerti apa yang dimaksudkan dengan rasionalitas (akal) komunikatif dalam 
pandangan Habermas. Rasionalitas komunikatif diarahkan untuk mencapai, mendukung, 
dan mempertimbangkan kembali konsensus. Dan sebuah konsensus dibangun atas 
dasar pengakuan intersubyektif akan klaim-klaim validitas (kebenaran) yang dapat diuji 
kebenarannya. Dengan begitu rasionalitas tidak lagi dipahami dan diperlakukan sebagai 
sebuah definisi konseptual, tetapi lebih sebagai sebuah definisi sosial. Rasionalitas 
komunikatif adalah rasionalitas relasional-dialogis intersubyektif.  Klaim-klaim validitas 
harus dibawa kepada proses pengujian atau kritik argumentatif secara sistematik dan 
tegas. Bila sebuah konsensus dicapai atas sebuah klaim validitas, maka itu merupakan 
pengakuan intersubyektif para partisipannya. Kualitas proses pengujian atau kritik 
argumentatif ini tergantung pada rasionalitas para partisipan. Karena itu teori tindakan 
komunikatif beranggapan bahwa para partisipan (aktor) yang terlibat dalam proses 
                                                          
28
Ilmu Politik membahas secara lebih kongkrit dan terperinci akta-akta dalam ruang publik politik ini di 
bawah tema Partisipasi Politik.Partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku warga negara bebas yang 
diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Partisipasi politik 
ini mencakup kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuatan dan pelaksana keputusan 
politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat negara (judikatif, legeslatif 
dan eksekutif); Lihat selanjutnya antara lain: Samuel P. Hutington – Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara 
Berkembang (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.1-23; Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: 
Grasindo, 1999), hlm.141-142. Dari perspektif Etika Kristen, lihat antara lain: J. Philip Wogaman, Christian 
Perspective on Politics (Louisiville/ Westminter: John Knox Press, 2000).  
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pengujian atau kritik argumentatif ini memiliki kemampuan untuk saling kritik (mutual 
criticism).29 
Tindakan komunikatif adalah tindakan dimana “para partisipan berusaha 
mencapai suatu pengertian tentang situasi-tindakan dan rencana-rencana tindakan 
mereka untuk mengordinasikan tindakan-tindakan mereka itu melalui persetujuan.”30 
Tampak jelas di sini bahwa mulai dari tahap diskursif-argumentatif menyangkut klaim-
klaim validitas pikiran dan tindakan yang diajukan sampai pada perencanaan tindakan 
dan kordinasi tindakan-tindakan tersebut dilandaskan pada solidaritas dalam wujud 
persetujuan bersama. Bila tindakan rasional instrumental dan strategis sangat terpusat 
pada subyek otoritarian-egoistik yang menetukan tujuan tindakan dan memilih 
alat/cara pencapaian tujuan melalui relasi subyek-obyek. Di sini karakter eksploitatif 
sangat kental. Sebaliknya, tindakan komunikatif bertolak dari relasi subyek-subyek, 
yang disemangati oleh partisipasi setara para partsipan. Dengan begitu, tindakan 
komunikatif mencakup tindakan-tindakan kordinatif dalam kerangka tubuh sosial 
(sistem sosial). Jadi jelas bahwa tindakan komunikaitf terkait erat secara fungsional 
dengan perihal integrasi sosial dan pemantapan solidaritas.  
Dalam bingkai tindakan komunikatif ini bahasa menjadi medium utama. Bahasa 
adalah rangkaian tindakan (acts) dan tanggapan (rensponses) manusia satu terhadap 
yang lain dalam sebuah pola dan struktur relasi serta melalui simbolik dan tujuan 
reflektif komunikasi. Bahasa dipahami sebagai bertindak melalui mengatakan sesuatu, di 
mana seseorang melalukan sesuatu dengan mengatakan sesuatu kepada orang lain 
(partner bicara). Ketika kita mengatakan sesuatu sama artinya dengan kita bertindak 
terhadap orang lain. Dan terhadap perkataan, yang adalah tindakan itu, orang lain dapat 
melakukan refleksi.  
Dengan begitu bahasa memikul pada dirinya tanggungjawab sosial atau publik. 
Tindakan berbahasa menjadi wahana utama pertanggungjawaban setiap individu dan 
institusi sosial dalam kerangka tindakan dan komunikasi sosial atau publik. Di dalam 
                                                          
29
Para partisipan dalam proses argumentatif ini adalah orang-orang yang berpikir rasional. Orang yang 
rasional adalah orang yang menafsirkan hakikat keinginan dan perasaannya di bawah terang standar-standar 
nilai yang telah mantap dan teruji secara budaya. Khususnya bila ia mampu mengadopsi sikap reflektif 
terhadap standar-standar nilai aktual melalui mana keinginan-keinginan dan perasaan-perasaannya tadi 
ditafsirkan. Itu berarti orang (partisipan) harus dibebaskan (bebas) dari ilusi-ilusi dan penipuan-diri (self 
deception). 
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arena argumentatif publik, kata-kata pernyataan, sanggahan dan kritik harus 
disampaikan secara jujur, terbuka dan jelas, tanpa maksud manipulasi, memaksa dan 
membatasi pasangan bicara. Oleh karena itu, bagi Habermas prasyarat utama dari 
proses pengujian atau kritik argumentatif dalam ruang publik politik ini adalah tanpa 
kekerasan, tanpa paksaan dan tanpa pembatasan. 
Terakhir harus dicatat bahwa terdapat dua hal yang menjadi prasyarat agar civil 
society dan ruang publik politis bisa berfungsi secara baik. Pertama, dukungan atau 
payung hukum konstitusional terhadap hak-hak dasar warga negara untuk beragama, 
berbicara atau mengajukan pendapat dan berkumpul. Negara harus menjaminkan 
prakondisi ini tanpa diskriminasi dan marginalisasi komponen manapun. Aparatur 
negara harus mendukung law enforcement dalam menjamin kebebasan partisipasi ruang 
publik ini. Di sisi lain, para partisipan dalam ruang publik harus tunduk pada arahan 
peraturan perundang-undangan. Kedua, etika komunikasi yang harus menjadi roh dan 
nilai-nila moral penata relasi dan interaksi serta argumentasi sosial dalam ruang publik. 
Etika ini bersumber dari paradigma rasionalitas dan aksi komunikatif,31 antara lain: 
penekanan pada persoalan-persoalan kebenaran moral, partisipasi seluruh aktor/pihak, 
relasi intersubyektif, prinsip kesediaan dan kemampuan untuk saling kritik (mutual 
criticism) dan mengritik diri sendiri (self criticism), bebas ilusi dan penipuan diri, prinsip 
tanpa kekerasaan, paksaan dan manipulasi.   
 
Gereja Memasuki Ruang Publik Politis 
Gereja-gereja terpanggil memasuki dan melayani dalam ruang publik politik 
untuk merealisasian tugas kritik ideologi dan konstruksi model-model inovatifnya. 
Sebelum memasuki ruang publik ini gereja-gereja harus memahami ulang posisi dan 
peran politisnya dalam konteks relasi negara dan masyarakat.  
Pertama, gereja lahir dan hidup di dalam konteks masyarakatnya. Karena itu, 
gereja-gereja merupakan bagian integral dari dunia-kehidupan hari-hari (lifeworld) 
masyarakatnya. Bukankah gereja-gereja selama ini telah terlibat dalam proses 
reproduksi kultural (interpretasi dan transmisi tradisi-tradisi kulutral), integrasi sosial 
(institusionalisasi dan kordinasi praktik-praktik tindakan sosial terpola), dan sosialisasi 
(pengalaman-pengalaman dan kemampuan-kemampuan kognitif, linguistik, moral dan 
emosinal yang membentuk identitas personal warga). Dalam konteks dunia-kehidupan 
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 Lihat lagi uraian di atas mengenai rasionalitas dan aksi komunikatif. 
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ini, gereja-gereja juga selama ini telah mengalami apa yang disebut “kekerasan 
struktural” sistem politik maupun ekonomi. Pengalaman hidup masyarakat adalah jalur-
jalur perjalanan kehidupan gereja. 
 Kedua, karena itu  gereja-gereja harus menyadari eksistensi politis (publik) 
dirinya.  Gereja-gereja merupakan bagian integral dari civil society. Ia terjalin dalam 
jejaring asosiasional civil society. Gereja adalah salah satu institusi civil society. 
 Ketiga, sebagai yang lahir dan hidup dalam dunia-kehidupan sehari-hari 
masyarakat dan institusi civil society, gereja pun patut  bertanggungjawab sebagai aktor 
atau partisipan aktif dalam ruang publik politik.   
 Keempat, gereja-gereja harus mampu menginternalisasikan dan mempraktikkan 
etika komunikatif yang berpusat pada rasionalitas dan aksi komunikatif. Gereja-gereja 
juga harus tetap siuman akan ciri-ciri dasarnya sebagai salah satu institusi civil society: 
sukarela, swasembada, swadaya, mandiri, dan sadar hukum serta norma-norma 
masyarakat.32 Pada sisi lain, gereja-gereja juga harus sadar akan kehadiran beraneka 
ragam institusi civil society dan aktor dalam ruang publik politis. Gereja tidak sendiri 
dalam dunia atau masyarakat. Kesadaran ini mendorong gereja-gereja untuk membina 
relasi dan interaksi intersubyektif  institusioanal dengan mereka.  
 Kelima, pada lingkup sendiri gereja-gereja harus melatih dirinya sebagai 
autonomous public sphere. Melalui forum atau ruang publik otonom ini gereja melakukan 
pendalaman tugas kritik ideologi maupun tugas konstruktif. Melalui rapat-rapat dan 
sidang-sidang gerejawi, gereja membangun dan menyampaikan usul-usul berkaitan 
dengan model-model inovatif terkait dengan persoalan atau aspirasi masyarakat. 
Hasilnya kemudian di-share dalam proses pengujian atau kritik dalam ruang publik 
politik dihadapan penyelenggaraan pemerintahan atau pihak-pihak lain. Secara tidak 
langsung gereja dapat terlibat mengadvokasi masyarakat melalui pembentukan critical 
and constructive public opinion terkait dengan isu-isu penting dalam konteks relasi 
masyarakat dan negara. Pada tahap ini, gereja harus belajar bagaimana berbicara dalam 
ruang-ruang publik. Gereja harus membiasakan diri masuki debat-debat atau diskursus-
diskursus publik dengan penuh percaya diri dalam rangka pembentukan dan 
mendorong secara kuat serta berdampak opini publik terkait dengan masalah-masalah 
dan aspirasi-aspirasi masyarakat.   
                                                          
32
A.S. Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: LP3ES, 1999),  3. 
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Jadi jelas bahwa pembentukan dan promosi public opinion ini tidaklah berdiri 
sendiri atau berhenti pada dirinya. Tetapi merupakan bagian penting dari strategi 
menyeluruh penyadaran dan advokasi masyarakat dihadapan tindakan-tindakan 
eksplotitatif para penguasa politik dan ekonomi. Kita bisa mengambil contoh atau 
pembelajaran dari gerakan ‘Save Aru’ yang merupakan gerakan advokasi masyarakat 
lokal pulau-pulau Aru di Provinsi Maluku terkait dengan hak-hak mereka atas tanah dan 
air. Gerakan ini merupakan bentuk pengorganisasian kesadaran masyarakat lokal 
sebagai gerakan perlawanan masyarakat sipil di Maluku, yang digumuli oleh Gereja 
Protestan Maluku (GPM) bersama masyarakat lokal.33 Gerakan ini diawali dengan 
kedatangan para pemimpin masyarakat adat Pulau-Pulau Aru ke Badan Penelitian dan 
Pengembangan Sinode GPM untuk menyampaikan kondisi wilayah mereka sambil 
meminta pendampingan (advokasi). Kemudian dibangun jejaring media sosial “Save 
Aru” yang bergaung regional, nasional, dan internasional. Perkembangan itu mendorong 
Sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM membentuk komisi khusus membahas dan 
menghasilkan rekomendasi terkait persoalan genting ini untuk seluruh wilayah 
pelayanan GPM. Komisi khusus ini menghasilkan rekomendasi terkait strategi advokasi 
masyarakat dalam rangka memperkuat dan meperjelas posisi masyarakat sipil (civil 
society) dalam ruang publik politik berhadapan dengan kolusi kekuatan politik 
(negara/pemerintah) dan kekuatan ekonomi (Perusahaan).34 Kami mengutip sebagian 
rekomendasi tersebut untuk menunjukkan salah satu model pemosisian dan pemeranan 
gereja dalam konteks civil society, seperti berikut: 
 Posisi Gereja  
Terhadap masalah-masalah lingkungan yang mengemuka di Maluku dan Maluku 
Utara maka GPM tetap pada sikapnya, antara lain : 
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Sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku ke-35 tanggal 17-22 Nopember 
2013 membentuk Komisi Khusus yang membahas dan mengahsilkan rekomendasi terkait advokasi masyarakat 
lokal. 
34
Lihat selengkapnya: Hasil Sidang Komisi Khusus MPL Sinode GPM ke-35 tanggal 19 Nopember 2013. 
Rekomendasi Komisi Khusus ini kemudian didukung oleh Sidang MPLS GPM yang mendukung penuh hasil kerja 
Komisi Khusus ini. Dan merekomendasikan Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM untuk menyatakan 
secara tegas penolakan terhadap seluruh aktivitas PT Menara Group yang membawahi 28 perusahaan 
pengelolaan hutan masyarakat lokal seluas hampir 500.000 Hektar menjadi lahan tanaman tebu, padahal 
luasan area tanah Kepulauan Aru hanya 629.000 hektar. Itu berarti Menara Group dengan alasan 
pembangunan menguasai sekitar 75% wilayah Kepulauan Aru. Bagaimana dengan masa depan masyarakat 
lokal Aru dalam konteks tatanan kekayaan ekologis yang akan dihancurkan oleh model pengusahaan lahan 
monokultural ini? 
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1. Sebagai gereja yang memberitakan kerajaan Allah. 
2. Sebagai gereja yang melakukan karya pemberdayaan dan pembebasan (bagi 
yang tertindas dan juga bagi yang menindas). 
3. Sebagai gereja yang melakukan pelayanan diakonal berdasarkan iman dan kasih. 
4. Sebagai gereja yang melakukan advokasi (keadilan ekonomi, sosial, dll). 
Dalam upaya menyatakan sikap GPM tersebut maka perlu ditempuh dengan langkah-
langkah strategi yang dimainkan oleh Gereja protestan Maluku sesuai dengan Peran 
dan fungsi-fungsi yang dilakukan anatara lain : 
1. Fungsi fasilitator  
2. Fungsi mediator (menjembatani masyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam 
kepentingan hak-hak masyarakat adat) 
3. Fungsi transformator (fungsi edukasi, menjaga perimbangan informasi, media 
edukasi) 
Namun ke arah itu, ada pula beberapa langkah yang perlu dilakukan GPM di semua 
level bergereja, yakni: 
 Pada Tingkat Sinodal  
1.1. Fungsi Fasilitator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Memfasilitasi kajian-kajian lintas ilmu yang berhubungan dengan lingkungan 
dan masalah-masalah sosial lainnnya, dan meneruskan hasil kajian tersebut 
pada level Klasis dan Jemaat. 
b) Mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan 
pembangunan yang pro rakyat. 
c) Mendorong pemerintah untuk menguji konsep-konsep tata ruang wilayah. 
d) Mendesain dan memfasilitasi pengembangan strategi advokasi masyarakat 
berbasis gereja, dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga advokasi 
lainnya.  
1.2. Fungsi  Mediator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Membangun kesamaan-kesamaan perspektif tentang pentingnya pelestarian 
lingkungan (lintas agama, denominasi, tokoh masyarakat dan adat). 
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b) Memediasi kepentingan pemeliharaan lingkungan serta integritas 
masyarakat adat, untuk diakomodir dalam kebijakan-kebijakan 
pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kelestarian lingkungan 
dan keberlangsungan masyarakat adat. 
c) Memediasi penguatan jaringan kerjasama lintas pemangku kebijakan 
dan/atau lintas lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat adat untuk 
mendukung proses-proses advokasi lingkungan dan hak-hak masyarakat 
adat. 
1.3. Fungsi  transformator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Mengkonsolidasi ketersediaan data dan informasi menyangkut kebijakan-
kebijakan pembangunan yang bersentuhan dengan kelestarian dan integrasi 
masyarakat dengan keutuhan lingkungannya.  
b) Melakukan diseminasi informasi pada semua jenjang bergereja terkait 
dengan peluang dan ancaman pelestarian lingkungan dan penguatan hak dan 
tanggungjawab masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 
lingkungan lestari sebagai bagian dari bentuk pecerdasan ekologi. 
c) Membentuk tim advokasi gereja melalui departemen dan non-departemen 
terkait untuk mendampingi masyarakat dalam proses-proses pengembangan 
pembangunan yang mengancam kelestarian lingkungan dan hak-hak 
masyarakat untuk berintegrasi dalam lingkungan lestari. 
d) Melakukan pembesaran jaringan dan kelompok-kelompok masyarakat yang 
peduli terhadap gerakan restorasi lingkungan dan penguatan hak-hak 
integrasi masyarakat dengan lingkungannya.  
 Pada tingkat Klasis  
1.1. Fungsi Fasilitator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Mensosialisasikan kajian-kajian teologi. 
b) Mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan 
pembangunan yang pro rakyat. 
c) Mendorong pemerintah untuk menguji konsep-konsep tata ruang wilayah. 
d) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingya pelestarian 
lingkungan (lintas agama dan denominasi; tokoh-tokoh masyarakat dan 
adat). 
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e) Mendorong advokasi masyarakat adat yang dapat meliputi: [a] 
pendampingan penyusunan Peraturan Negeri/Peraturan Desa tentang hak-
hak ulayat; [b] sosialisasi UU HPH; [c] Sosialisasi Rencana Kerja 
Tahunan/RKT Perusahaan HPH; [d] Advokasi kebijakan CSR Perusahaan 
HPH; [e] diversifikasi usaha jemaat/masyarakat. 
1.2. Fungsi Mediator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Meneruskan rumusan-rumusan kesamaan perspektif tentang lingkungan ke 
level basis jemaat dan masyarakat (desa, dusun). 
b) Mengkomunikasikan respons warga gereja. 
c) Memfasilitasi terbentuknya jaringan kerjasama tingkat klasis dilingkup 
daerah (kabupaten/kota). 
d) Memberikan pendampingan bagi para pelayan di level jemaat. 
1.3.Fungsi  Transformator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Melakukan edukasi transformatif dengan melibatkan para pelayan di level 
Jemaat. 
b) Mengkomunikasikan berbagai data-data dengan menggunakan media-media 
yang tersedia kepada basis jemaat dan masyarakat (desa, dusun). 
c) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian 
lingkungan (lintas agama dan denominasi; tokoh-tokoh masyarakat dan 
adat). 
d) Mendorong advokasi masyarakat adat yang dapat meliputi: [a] 
pendampingan penyusunan Peraturan Negeri/Peraturan Desa tentang hak-
hak ulayat;[b] sosialisasi UU HPH; [c] Sosialisasi Rencana Kerja 
Tahunan/RKT Perusahaan HPH; [d] Advokasi kebijakan CSR Perusahaan 
HPH; [e] diversifikasi usaha jemaat/masyarakat. 
e) Mendorong sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang 
pertambangan dan lingkungan hidup bagi para pelayan.  
 Pada Tingkat Jemaat 
3.1. Fungsi Fasilitator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Mengkondisikan para pelayan bersama dengan seluruh komponen jemaat 
dan masyarakat untuk mensosialisasikan kesamaan persepsi teologi tentang 
lingkungan. 
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b) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pembanguan dengan realitas jemaat dan 
masyarakat setempat dan mendorong program pro rakyat. 
c) Menguji (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) RTRW terhadap 
kemungkinan-kemungkinan pengembangan pembangunan. 
d) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingya pelestarian 
lingkungan (lintas agama dan denominasi; tokoh-tokoh masyarakat dan 
adat). 
3.2. Fungsi  Mediator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Membangun kerjasama dengan pemerintah desa/dusun setempat untuk 
merumuskan peraturan-peraturan desa tentang lingkungan (tanah, hutan, 
satwa, laut, dll). 
b) Konsolidasi data dan informasi termasuk kronologis sikap PT. Menara 
Group, sikap masyarakat yang pro, sikap masyarakat yang kontra, sikap 
gereja, sikap aparat (TNI dan POLRI ), sikap pemerintah kabupaten sampai 
ke sikap masyarakat desa. 
c) Pengumpulan materi fisik data meliputi: data-data tertulis, audio dan 
audiovisual. 
d) Memfasilitasi terbentuknya jaringan kerjasama tiga batu tungku. 
3.3. Fungsi  Transformator, meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a) Pelayan sebagai Melakukan Edukasi Transformatif dengan melibatkan 
seluruh warga jemaat dan masyarakat. 
b) Mengkomunikasikan berbagai data-data dengan menggunakan media-media 
yang tersedia kepada masyarakat basis (jemaat dan desa-dusun). 
c) Melaksanakan diskusi dan ceramah di jemaat-jemaat disertai gerakan 
penanaman pohon. Materi diskusi disesuaikan dengan tipikal permasalahan 
pada masing-masing wilayah. 
d) Sosialisasi advokasi masyarakat adat yang dapat meliputi: [a] pendampingan 
penyusunan Peraturan Negeri/Peraturan Desa tentang hak-hak ulayat; [b] 
sosialisasi UU HPH; [c] Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan/RKT Perusahaan 
HPH; [d] Advokasi kebijakan CSR Perusahaan HPH; [e] diversifikasi usaha 
jemaat/masyarakat. 
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e) Sosialisasi UU AMDAL, peraturan perundang-undangan tentang 
pertambangan dan lingkungan hidup bagi para pelayan dan umat. 
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